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Nomor :100.2.1.6/4946/0TDA Yth. Gubernur Jawa Tengah
Sifat : Penting di -

Lampiran : 1 Berkas Tempat

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 120 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.0/510
tanggal 22 Mei 2023, Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal
maupun materiil.

2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum
ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan
dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IVv/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.




MATRIKS RAPERGUB PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

SARAN PENYEMPURNAAN

KET

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Tetap

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib
administrasi laporan keuangan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 120
Tahun 2016 tentang  Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 120

Tetap




Tahun 2016 tentang  Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

bahwa dengan adanya perkembangan
keadaan, terutama adanya Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah,
pertimbangan kondisi pengelolaan
keuangan daerah Perangkat Daerah
serta ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
maka Peraturan Gubernur dimaksud
sudah tidak sesuai, oleh karena itu
perlu adanya perubahan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
tentang Perubahan  Ketiga  Atas
Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1950 tentang Pembentukan

Dasar Hukum mengingat
dilakukan penyempurnaan
redaksional.




2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka menghadapi Ancaman

yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4355) sebagaimana telah diubah




Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 120 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita

beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka menghadapi Ancaman

yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang.
Angka 4 s.d 9 menjadi angka 5 s.d 10




Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 120) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua  Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 120 Tahun 2016 tentang
Kebijakan  Akuntansi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN : Tetap

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120

TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I Dilakukan penyempuraan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 120 Tahun 2016 tentang
Kebijakan  Akuntansi = Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 120) yang telah beberapa

kali  diubah  dengan  Peraturan
Gubernur :
a. Peraturan Gubernur Nomor 89

Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor
120) yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Gubernur :

a. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

disesuaikan dengan Angka
233 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011.




Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomorl20 Tahun 2016
tentang  Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor
89);

Peraturan Gubernur Nomor 62
Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 120 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor
62),

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Lampiran III Kebijakan
Akuntansi Pendapatan diubah
menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;

Ketentuan Lampiran IV Kebijakan
Akuntansi Belanja dan Beban
diubah  menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini;

3. Ketentuan Lampiran VII Kebijakan

Jawa Tengah Nomor120 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89);

b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 62),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran 11 Kebijakan
Akuntansi Pendapatan diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini;

2. Ketentuan Lampiran 1\Y Kebijakan
Akuntansi Belanja dan Beban diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

3. Ketentuan Lampiran  VII Kebijakan
Akuntansi  Piutang diubah  menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini;

4. Ketentuan Lampiran IX Kebijakan
Akuntansi Persediaan diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan




Akuntansi Piutang diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini

4. Ketentuan Lampiran IX Kebijakan
Akuntansi  Persediaan  diubah
menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran v yang
merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya dalam Berita

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tetap




Ditetapkan di
Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA
TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
NOMOR
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